
SALINAN

BUPATI DELISERDANG
PROVINSI SUMATERA IIIARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANC,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupa.ti Nomor 71 Tahun
2O20 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Deli
Serdang;

b. bahwa untuk meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan
penguatan kelembegaan UPTD, perlu untuk
meningkatkan Tipe UPTD Perlindungan Perempuan dan
Anak Kabupaten Deli Serdang sehingga Peraturan Bupati
dimaksud pada huruf a perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anal< pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat l.

2.

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun f956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor
58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tallbahan [.embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol7
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifrkasi Cabang
Dinas dan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 451);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532).

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan darr Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2O16 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa
kali teralhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2O21 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Deli Serdang (lembaran Daera]r Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2O2l Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 27 Tahun 2O22
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang (Berita
Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor 27).
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Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DELI SERDANG-

BAE} I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang;
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli
Serdang;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan
kegiatan telcris operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat
UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Deli Serdang;



9. Kepala Unit Pelaksala Teknis Daerah yang
selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang;

10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala
Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten
Deli Serdang;

11. Anak adalah seseor€rng yang belum berusia delapan
belas tahun, termasuk anak masih dalam kandungan;

12. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin
perempuan;

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPID Perlindungan
Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli
Serdang.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK

DAN FUNGSI

Bagran Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pada
Dinas yang memberikan pelayanan dalam bidang
perlindungan perempua.n dan anak di Kabupaten Deli
Serdalg;

(2) UPTD PPA sebagaimana dimalsud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
a. Kepala UPTD;
b. Subbagian tata usaha;
c. Pelaksana; dan
d. kelompok jabatan fungsional.

(2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.

(3) Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Ketiga
T\rgas Pokok dan Fungsi

Paragraf I
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 5

(1) UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis
operasional di Daerah dalam memberikan layanan bagi
perempuan dan anak yang mengalami masalah
kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dima,ksud
pada ayat (l), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
a. pengaduan masyarakat;
b. penjangkauan korban;
c. pengelolaan kasus;
d. penampungan sementara;
e. mediasi; dan
f. pendampingan hukum.

Paragral 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
ayat (f ) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin,
mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam
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menyelenggarakan layanan perlindungan bag
perempuan dan anak yang mengalami masalah
kekerasan, disl,rriminasi, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya.

{2) Dalam melaksanakan tugas sebegaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas:
a. melaksanakal koordinasi dan pengendalian

semua kegiatan penyelen ggaraan layanan;
b. menyusun program kerja;
c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
d. melaksanakan evaluasi hasil ke{a;
e. melaksanakan pembinaan dan pengangkatan

kemampuan para pegawai dalam lingkungan kerja;
f. melaksanakan administrasi kantor; dan
C. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana kerja dan
keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan
tatalaksana, adrninistrasi umum, kehumasan, rumah
tangga, perawatan prasarana dan sarana serta
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD
PPA.

(2) Kepala Subbegan Tata Usaha mempunyai uraian
tugas:
a. menyiapkan penyusunan rencana Program

anggaran;
b. melaksanakal a-kuntansi dan pelaporan

keuangan;
c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya

manusia;
d. melaksanakan tata usaha dan pencatatan dan

korban;
e. melaksana-kan urusan kerumah tanggaan; dan
f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh

Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 8

(l) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan;

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga fungsional yan:'g diatur dan ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang- undangan;

(3) Kelompok jabatal fugsional dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

(a) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban ke{a; dan

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESEI.ONISASI

Pasal 9

(l) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon
IV.a atau jabatan pengawas.

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan
struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 1O

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD
wajib:
a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi serta keqia sama baik di lingkungan
internal maupun eksternal;

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan,
memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan;

c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing -

masing; dan
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e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesua-l

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan

fasilitas layanan kesehatan lainnya;
b. balai Pemasyarakatan;
c. kepolisian selrtor, kepolisian resort, kepolisian

daerah;
d. kejaksaan negeri dan kejaksaan Tinggi;
e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia (BP3TI(J);
g- kantor wilayah Kementerian Agama;
h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia;
i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
j. kmbaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

dan
k. institusi lainnya.

(3) Kepala UPID menyampaikan hasil pelaksanaan
tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1l

Selama belum dilaksanakan pengangkatan dan
pengukuhan, pemangku jabatan yang lama masih tetap
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sampai dengan
diangkat dan dikukuhkan sebagai pemangku jabatan
perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Pada saat Peraturaa Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2O2O tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian
Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang (Berita
Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 202O Nomor 7l)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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BUPATI DELI SERDANG

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
padatanggal 3 Aprn2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos., M.AP

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 Nomor 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA HUKUM

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli
Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 3 April 2023

SLI SIREGAR, SH

ttd

ttd

NtP. 19840820 201001 1 017
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STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos., M.AP

Lampiran

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BA KUM

MU MAD U LI SIREGAR, SH

Pembentukan, Kedudukan, Ttrgas Pokok dan
Fungsi serta Tata Ke{a Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 15 Tahun 2023
Tanggal : 3 April 2023

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN
ttd

KEPALA UPT

I{EPALA SUB BAGIAIT
TATA USAHA

XELOMPOK JABATAIT
FUIIIGSIOIYAL

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 Nomor 15

NIP. 19840820 201001 I 017


